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BUPATI PFMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 35 TAHLN 2006

TENANG

PE: NDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UINTUK
MENANDATANGAN!  SURAT KLPUTUSAN, MENANDATANGANI SURAT-SURAT
LAINNYA DAN MELAKKIKAN KIGIATAN DI BIDANG KEPLGA WAIAN

I

i LINGKUNGAN PEMURINTAL KABUPATEN PEMALANCG
BUPATY P:MALANG,

bahwa dengan trelah ditetapkannya Pevaturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 3. 4, 5. 6 &in 13 Tahun 2004 maka untuk menjamin kelancaran dan
tertib administrasi kepegawaian Keputusan Bupati Pemalanp tanppal 14 Me
2000 Nomor : 875.¥147.8/2001 temtang Pemberian Kuasa Untuk
Menandatangani  Surat keputusan dan  Suvrat-surat Lainnya d Bidang
Kepegawaian dalam Lingk ungan Pemerintah Daerah Kabupalen Pemalang
perlu ditin jau kembatli;

bahwa berdasiarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu
menztapkan  kembali  pendelegusiun wewenang  dan  pemberian  kuasa
menandatangani surat keputusan, surat-surat lainnya dan melakukan kegiatan di
bidang kepegawaian di linghungan Pemerintah Kabupaien Pemalang dengan
Peratur:in Bupati.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 1entang Pembentukan Taerah-dacrah
Kabupaten dalam lingkungun Propinsi Jawa Tengah;

Und:ang-Undang Nomor 11 Ighun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
JundaMuda Pegawai {Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42):
Undang-Undang Nomor 3 ‘lahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
{Lemburan Negara Tahua 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomer 3041) scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lemburan Nepara Tahun 1999 Nomaor 169, Timbahan Lembaran
Negara Nomor 38903,

Undang-Undang Nomor 32 Talun 2004 entang Pemerintshan [Duaersh
{Lembiarun Negara Tahun 2004 Nomor [25, Tambahan Lembaran Nepara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah denpan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran MNewara Tabun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4493}

Perawran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Perauran Pemerntah Nomor 4 Tahun {966 tentang Pemberhentian/
Pemberhentian  Sementara Pepawai Negenl {Lembaran Negara Tahun 1966
Nomeor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797):

Peraturan Pemerintah Nomnor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/janji Pepawai
Negeri Sipil (Lembaran Negura Tahun 1975 Nomor 27. Tamkahan Lembaran
Negara Nomor 3059,

Perawin Pemenntsh Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pepawai Negen
Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Nepara
Nomor 3093):
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Peraturan Pemwerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil {Lembarim Nepura Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3098) schapaimana beberapa telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 l'ahun 2005 {Lembaran Negary Fahun
2005 Nomor 151);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Talun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lemburan Negara Tahun 1979 Nomor 47. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1139);
Perawran Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lombaran Negara Tahun 1980 Nomaor 50, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3176 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lfzin Perkawinan dan

Perecraian bagi Pegawai Negeri Sipil tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
bagi Pepawal Negeri Sipl (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Nepars Nomor 3230) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Talun 1990
Nomeor 61, Tambahan T.embaran Negara Nomor 3424);

Peraturan Pemerintesh Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pepawai Neger
Sipil (Lembaran Negara 'lahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4015) schagaimana telalh diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2003 {Lemburan Negara ‘lTahun 2003 Nomor 122, Tambahan
lembaran Negara Nomor 4352},

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 1cmtang Pengadaan Pepawa
Negeri Sipil (Lembaran Negura Tahun X000 Nomeor 195, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4016) sebapuimuna telah diubah dengan Perawran Pemerintah
Nomwor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Talun 2002 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Womor 4192);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan DPangkai

Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomeor 196, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 4017) sebagaimanma telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomer 32,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegaw.d
Negeri Sipil Dalam Jabatm Strukiural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
197, Tambahan Lembarun Negare Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerinizhh Nomor 13 Tahun 2002 {Lembaran Negara Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah hemor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pclatthan Jabatan Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Tabun 2000 Nomor
198, Tambuhan Lembiirim Nemara Nomor 40199

Peraturan  Pomcerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedomesn Organisasi
Perangkat LDaerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
LEemburan Nepara Nomor 4262);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil {Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 193, Tambahun Lembaran Negara Nomeor 4014):

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 fentang Pengangkatan Tenaga

Honorer Menjadi Calon Pegawal Negert Sipil (L.embaran Negara Tahun 2005
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 436));

Peraturan Daerah Kabupittenn Pemalang Nomer 3 Tahun 2004 tentang  Pola
Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Dacrah Kabupaten
Pemalang Tahun 2004 Nomor 18}
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22. Pergturan Daerith Kabupawn Pemalang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi Sehretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2004 Nomor 19;

23, Peraturan Duerah Kubupaien Pemalang Nomer 5 Tahun 2004  tentang
Pembentukan Organisas: Jinas Daerah  Kabupaten Pemalang {Lembaran
Daerah Kabupaten Pemaluae Tahun 2004 Nomor 20);

24, Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor € Tahun 2004  tentang
Pembentukan Orpanisasi cmbaga Teknis Daerah  Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaien Pemalang Tahun 2004 Nomer 21);

25 Peratrran Daerah Kabupalen Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 lenlang
Pembentuk an Organisas: Sutuan Polisi Pamong Prajg Kabupaien Pemalang
(Lembaran Daerah Kabuputen Pemalang Tahun 2006 Nomor 13).

MEMLU TUSKAN :

: PERATURAN BUPAT] TENTAING PENDELEGASIAN WEWENANG DAN

PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGAN] SURAT KEPUTUSAN,
MENANDATANGAN]  SURAT-SURAT LAINNYA DAN MELAKUKAN
KEGIATAN Dl BIDANG KEPLGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINT AH
KABUPATEN PEMALANG

Pasal 1

Memberikan delegasi wewening dan kuasa kepada Pejabat di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebul dalam lajur 3 dan 4 uniuk
menandatangani Surat Keputusan, Surat-surat lamnya dan melaksanakan kegiatan
di bidang kepegawaian sebagiimana tersebut dalam lajur 2 bapi Pegawai Negen
$ipil Daerah sebapaimana tersebut dabam lajur 5 daftar L:ampiran Peraturan ini.

Pasal 2

(1) Pejabat yang menerima delepasi sebagaimana dimaksud pada Pasal |1
Peraturan im beriindak ustuk dan atas nama sendiri.

(2) Pejabat yong menerima delegasi sebagmimuna dimaksud pada ayst (1) udak
dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain,

(3) Apabila pejabat yang menerima delegasi berhalangan tetap atas sementara,
pemandatangan  sural  keputusan  dan sursl-surat  lainnya  d bidang
kepegawaian dilakukan woich pejabat yang membidangi kepegawaian o
lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan.

(4) Penandatangan sural keputussan  dan  surat-surat  lainnya  schagaimana
dimaksud pada ayat (3} dilakukan atas dasar pemberian kuasa dan pejabat
penerima delegasi yany herhalangan sementara yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan ini.

Pasal 3

(1} Pejabat yang menerima kuasa sebagaimuna dimaksud pada Pasal 1 Peraturan
ini bertindak untuk dan atas nama pejabat yang memberikan kuasa,

(2 Pejabat vang menerima kuasa sebagaimana diniaksud pada ayat (1) tidak
dapat menguasakan lebih lanjul kepada pejabat lain.
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Apabila pejabat yang mencrima kuasa berhalangan tetap atau sementari,
maka kuasa tersebut dapat dilak sanakan oleh atasan langsung dari pejabar
vang diberi kuasa.

Atasan langsung sebagaimuina dimaksud pada ayal (3) bertindak untuk dan
aas nama pejabat yuang memberikan kuasa.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraluran ini, maka Keputusan Bupati Pemalang tanggal
14 Mei 2001 Nomor : 875.1/147.B/2001 tentang Pemberian Kuasa Uniuk
Menandatangam  Surat Kepulusan dan  Surat-sural Lainnya & Bidang
Kepegiawaan dalam lLingkungan Pemerintah Dacrah Kabupaten FPemalang
dan ketentuan lain yany bertentanpan dengan Peraturan in dicabut dan
dinyatakan tidak bedak u

Hal-hal vang belum diatur clilam Peraturan ini akan diatur kemudian.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku paca Linggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinys memerintahkan pengundangan Perawrian Bupati
ini dengan penempatannya dakon Berita Daeruh Kabupaten Pemalang,

Diupdangksn di Pemal ang

Ditetapk un i  Pemalang
pada tanggal 29 Jund 2006
BUPATI PEMALANG

/

I

HM. MACHROES

pada tanggsl 29 Jumd 2006

SEXRETARIS DAERAR
KABUPATEN  PEMALANG

NIF, Q0 107 530
BERITA DAKRAR KABUFATEM PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR O@



LAMPIRAN : PERATURAN HUPATI PEMALANG
NOMOR i 38 Tahun 2006
TANGGAL 29 Jurd 2006
DAFTAR : PEJABAT YANG DIBERI DELEGAS] WEWENANG DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT
KEPUTUSAN, SURAT-SURAT LAINNYA, DAN MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANI;
PEJABAT YANG DIBERI | PEJABAT YANG DIRERI BAGI PNS
NO. KEPUTUSAN / SURAT / KEGIATAN e exneck e e e GOL.RUANG/ESELON/ KETERANGAN
LBG ; ‘ JENJANG/PENDIDIKAN
T s p 3 7 3

a Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS

b Surat Tugas CPNS

¢ Surat Pernyatuan Melaksanakan Tugas CPNS

Kepala BKD

Kepala BKD

Kepala SKPD/Unit Kerja

Gol. Ruang 1/a, Ifc, lfa, Il7h, 117,
11l/a, b, dan 11/

Semua golongan ruang

Semua golongan ruang

Di Lingkungan Satuan Kerja/
Unit Kerja masing-masing

Petikan keputusan Pengangkatan CPINS menjadi PINS

Repdia BRD
fabid Alutast dan Pembinaan

= Ool, Ruane Hia, 1 dan e
- Gol, Ruang b, be, [Da, 0B,

dan Il'c

kecunll bagi CPINS yang Tewas,
Mleningual atau Cacat karena Dinas

Berita Acara Sumpah/Janji PNS

Sekretaris Daerah
Kepala BKD

Gol, Ruang 1V/a s.d, [V/b
Golongan | s.d 1

Surat Keterangan Uraian Tugas untuk Kenaikan
Pangkat Penyesuaian ljasah

- Kepala SKPD setingkat
Eselon 11
- Kepala BKD

Semua golongan ruang

Semua golongan ruang

Di Lingkungan Satuan Kerja
masing-masing

Bagi PNS pada Satuan Kerja vang
setingkat dengan Eselon [11

Formulir/Nota Persetujuan KP

a Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS

b Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Guru

Sekretaris Daerah
Kepala BED

Kepala BKD
Kabid Mutasi dan Pembinaan

Kepala Dinas Pendidikan
Kabag TU Dinas Pendidikan

Menjadi Gol Ruang IV/a dan 1V/b
Menijadi Gol Ruang I'b s/d 111/d

Gol. Ruang 1l/a sd. 1Id
Gol. Ruang I'bs.d, II/d

Gol. Ruang 1l/a s.d. [I/d
Gol. Ruang I'bs.d, 1lid

Kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta
dan Kenaikan Pangkat Pengabdian

Kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta
dan Kenaikan Pangkat Pengabdian
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| 2 4 ) &
7 |Petikan Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Sekretaris Daerzh = Eselon I
dalam/dari Jabatan Struktural Kepala BKD - Eselon 111, IV dan V
8 |Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian dalam/ Sekretaris Daerah - Kepala TK dan 5D
dari Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah
9 |Petikan Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Eepata BRD - Kepala TK, SD, SMP,
dalam/dari Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolsh SMA dan SMK
It |a Berita Acara Pelantikan dan Sumipah Jabatan Sekretaris Daerah - Eselon 11

b Surat Pernyataan Pelantikan

¢ Surat Pernyatann Melaksanakan Tugas

d Surat Pernyataan Masih Menduduki Jubalan
Struktural

Kepala BKD

Sekretaris Daerah
Repala BED

Sekretarls Daerah
kepaia HRKD

Sekretarjs aerah
Kepala BRD
Kepala SKPD

Eselen IIL, IV dan V,
Kepala Sckolsh, Penilik PLS
Pengawas Sekolah

Eselon 11
Esclon 111, IV dan V,
Kepala Sekolah, Penilik PLS

Puneawits Sekolah

Eselon (I

Eselon 111, 1V dan ¥,

Kepala Sckolah, Penilik PLS
Pengawns Sekolah

- Eselon Ll

Eselon 111
Eselon IV dan ¥

- Di lingkungan satuan kerja masing-

masing

¢ Sural Pernyataan Menduduki Jabatan Kepala SKPD - Semua jenjang jabatan
(Jabatan Fungsional tertentu)
11 |Petikan Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian
dalam/dari Jabatan Fungsional
a. Penyesuaian, Pengangkatan Perlama, dan Sekretaris perah - Gol. Ruang 1V/a ke atas Bagi jenjang Muda/Penyelia
Pengangkatan Kembali kepals BKD - Go), Ruang 11/as.d. Ui/d ke hawah

Hal. 2



il p 3 3 f
b. Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Gol. Ruang 1V/a ke atas
|  dari Jabatan Kepala BKD Gol. Ruang 1l/a s.d. {11/d
c. Kenaikan Jabatan Sekretaris Daerah Goal, Ruang [V/a ke atas
Kepala BKD Gol, Ruang Ilasd, [
|2 |Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPTKG) Sekretaris Daerah Gol, Ruang 1V/a dan I1V/b
Kepala BKD Golongan 111 Pengecualian bagi PNS di lingkungan
Dinas Pendidikan/Guru
Kabid Mutasi dan Pembinaan |- Golongan (I Bagi PNS di Lingkungan Setda,
pada BKD Setwan, Kantar, Satpol PP,
Kasubid Kepangkatan dan Golongan | Kecamatan/Kelurahan dan KPUD
Pemindahan pada BKD
Kepala Badan/Dinas Golongan 11 dan | Bagi PNS di Lingkungan Badan/
Dinas masing-masing
Kepala Dinas Pendidikan = Gotongan |V - Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendi-
Kahag T1! Dinas Pendidikan Galongan 1 dan [ dikan termasik Tenaga Kependidikan
Kasubbag Umum Golongan |
|13 |Surat Pemberitahuan Penghentian Pembayaran Gaji Kepala BKD Semua golongan ruang
14 |Surat Rekomendask

'a Pemindahan antar Kabupaten/Kota dalam

Propinsi

b Pemindahan antar Kabupaten/Kota ke Propinsi lain
atau sebaliknya

¢ Surat Pernyataan Persetujuan Pindah
(lolos butuh )

d Surat Pernyataan Bebas Kasus

Sekretaris Dacrah

Sekretarjs Daerah

Sekretaris Daerah

Kepala BKD

Semua golongan ruang

Semua golongan ruang

Semua golongan ruang

Semua golongan ruang
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|5 |Surat Perintah ( Pemindahan )
a Pemindahan antar Dinas/Badan/Kantor/ Sekretaris Daerah = Gol. Ruang tVia sd. Iv'b
Bagian/Satuan Kerja Pemeriniah Daerah Kepala BKD - Gol. Ruang la s.d 1lLd
b Pemindahan antar Unit Kerja dalam Lingkungan - Kepala SKPD - Semua golongan ruang Di Lingkungan Satuan Kerja
Satuan Kerja Pemerintah Daerah masing-masing
16 |Surat Perintah Penugasan Diklat Kepemimpinan Sekretaris Daerah - Diklatpim 11
Kepala BKD - Diklatpim Il dan IV
17 |Surat Perintah Penugasan Diklat Teknis dan Sekretaris Daerah - Gol. Ruang [Via 5.d. [Vic
Diklat Fungsional Kepala BKD - Gol, Ruang [z s.d 11ld - Termasuk Tenaga Kependidikan
Golongan IV
Kabid Diklat - Gol. Ruang I/a s/d 1l/d
18 |Surat |zin Belajar Sekretaris Daerah - §2 dan 53
Kepala BED - §1 kebawah
19 | Surat Lzin Pengeunaan Gelar Kesarjanaan, Sehretaris Dacrah = 82 dun 53
Akademi/Diploma kKepala BKD - 51 kebawah
20 |a Keputusan Pemberian/Penolakan lzin Sekretaris Daerah - Gol. Ruang I%V/a, IVib
Perkawinan dan Perceraian Kepala BKD = Gol. Ruang 1. [l
Kabid Mutasi dan Pembinaan |- Gol. Ruang 1
b Surat Keterangan Melakukan Perceraian Sekretaris Daerah - Gol. Ruang IV/ia, [IV/b
Kepala BKD = Gol, Ruang 11, {11
Kabid Mutasi dan Pembinaan |- Gol. Ruang 1
21 |Surat Izin Cuti ( Cuti Tahunan, Culi Sakir, - Kepala SKPD - Semua golongan ruang - Di Lingkungan Satuan Kerja masing-

Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting )

- Asisten Sekda 11

- Kepala Bagian Organisasi

- Golongan IV

- Golongan {1 1l dan |

masing, kecuali Cuti yang dilaksana-

kan di Luar Negeri

Daerzh, kecuali Kepala Bagian

Daerah

- Bagi PNS di Lingkungan Sekrciariat

- Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat

Hal.
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Surat Izin Usaha Dagang

Sekretaris Daerah

Gol. Ruang l/a s.d. 1ll/d

Surat Permintaan Pengujian Kesehatan
a Dokter Penguji Tersendiri

b Tim Penguji Keschatan

Kepala SkPD

Kepala BKD

Semua golongan ruang

Semug golongan ruang

Bagi PN di lingkungan Satuan
Keifa masing-masing

24

Surat lzin Bebas Tugas

Sekrytae g Daerah
Kepala BKIL)

Golongan [V

Golongan [ s.d 1l

Kecygli PNS yang menduwdoki
Jabatan Struktural

Surat Pernyataan tidak pernah Dijatuhi Hukuman
Disiplin Tingkat sedang atau beral

- Kepala SKPD

Semua golongan ruang

Di Lingkungan Satvuan Kerja
MAsiNg-Masing

26

Surat Laporan tentang peristiwa yang mengakibatkan
Pegawai Negeri Sipil tewas atau cacat

- Kepala SKPD

Semua golongan ruang

[ Lingkungan Satuan Kerja
masing-masing

b
~)

Keputusan Sementara henaikan Panekatl Anumerta

- kepain Sk

Semua golongan ruang

Di Lingkunggny Sawan Keria
FR M Tyaad |TELATH 8

Keputusan Pemberian Uang Tunggu

Sehrelaris Daerah
Kepala BKD

Gol. Ruang I'V/a,
Gol. Ruang 1, 11,

Vb
1

Keputusan Pemberian Tunjangan Perawatan,
Pengobatan, dan Rehabilitasi

Sekretarls Daerah
kepala BD

Gol. Ruang IV/a,
Gol. Ruang 1, 11,

IVib
11

30

Keputusan Pemberian Tunjangan Cacat

Sekretarls Daerah
Kepala BKD

Gol, Ruang [Via,
Gol, Ruang 1, II,

NGy
I

Keputusan Pemberian Uang Duka Tewas dan
Biaya Pemakaman

Sekrelatis Daerah
Kepala B[}

Gol. Ruany [Vig,
Gol, Ruang I, |1,

IVib
i

ek
LB¥]

K eputusan Pemberian Uang Duka Wafat

Sekretaris Daerah
kepala BED

Gol: Buang [V/s,
Gol, Ruang 1, IL,

v
1]

Hal.




2 3 4 3 0
Keputusan Hukuman Disiplin
a Penundaan Kenaikan Pangkat = Seksetary Dyerah = Gel. Ruang U, IV/a, 1VA
- Kepalz BKD - Gol. Ruang L 11
b Penurunan Gaji sebesar Satu kali Kenaikan Gaji - Sekrelaris Deerah - Gol. Ruang Il 1Vra, 1V
Berkala - Kepala BED = Giol. Ruang L 1
¢ Penundaan Kenaikan Gaji Berkala - Sekielaris Dactah = Gol. Ruang IR, IV/a, IV/b
- Kepnla BKD - Gol, Ruang | dan 1l
d Pernvataan Tidak Puas secara tertulis + Sekrearls Daerah - Got. Rugng 1V
- Kepala SKPD - Gal. Rueng L IL 111 - Di Lingkungan Satuan Kerja
masing-masing
- Khusus Dinas Pendidikan termasuk
Tenaga Kependidikan Gol. IV
¢ Tegoran Tertulis - Sekrerars Daerah = Gel. Raeng {V
_ K enplz SAPD Gol, Ruane 40110 D% Lingkungan Satuan Kerja
i masing-masing
= Khusus Dinas Pendidikan termasuk
Tenaga Kependidikan Gol. IV
f Tegoran Lisan - Sekreanis Daergh - Gol. Ruang 1V
- Kepala SKPD - Gol, Ruang [ 11, 11 - Di Lingkungan Satuan Kerja
masing-masing
- Khusus Dinas Pendidikan termasuk
Tenaga Kependidikan Gol. IV
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BUPATIPEMALANG

PLERAIURAN [ PATI PEMALANG
NOMOR 40 TAHUN 2006

T ATANG

PETUNJL i PE]. AKBANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPAIE! v PEALALANG NOMOR 19 TAIILN 2002
FENTANG RETRIBUSE PELAY 4 AN PARKIR DI TEFI JALATN UMUM

Merumbang

Mengingal

I

BUPAG. FIEMALANG,

balwit sebagai tnidal lanjt Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang
Nomar 19 Tahun 20! tentang Reinbusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umugmn, telah difetapban Kepuwusan Bupati Pemalang Nomor 43 ‘Tahun
2002 tentang Pewmjuk  Pelahsanaan  Perauran Daerah  Kabupaten
Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retrbusi Pelayanan Parkir &
Tepr Jalan Umuom

balwa dengan difvia; kanmya Peraturan Daerah Kabupalen Pemalang
Nomor 5 Tahun 200 tentang Pembentuban Organisasi Dinas Taerah
Kabupaten Pemalanc Jan Keputusan Bupati Pernalang Nomor 50 Tahun
2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas
Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, maka
pelaksanaan  tuga: topas  Pendaftaran, TPenddaan,  Pe mungutan,
Penerimaan, Penyelo-in seria Pembukuan dan Pelaporan terhadap
Retribusi Pelavanan 1nokir di Tepi Jalan Umum ditaksanakan oleh [inas
Perhubungan, Parnw«: a dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;

babwa schubungan ccngan hal tersebutl diatas maka Keputusan Bupat
Pemalang Nomer 41 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan
Dacrash Kabupaten I'zmalang Nomor 19 Tahun 2002 fenfang Retribust
Pelayanan Parkir di Teops Jalan Umum perls ditin jaw kembali;

bahwa berdasarkan pusimbangan schagaimana dimaksud buruf a, huruf
b dan hurul ¢ pers menetapkan kembali Pevaturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaai Feratiran Dacrah Kabupalen Pemalang Nomor 19
Tahun 2002 tentang tctiibusi Pelayanan Parkir & Tepi Jalan Umum.

Umling-Undang Nomor 13 Tahun 1950 wentang Pembeniukan Naerah-
daerali Kabupaten Delacn Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentimg Jalan (Lembaran
MNegara Republik Indoncsia ‘Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan lembaran
Negara Republik Indonc sia Nemor 3136 );
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Menctaphan

10.

11.

12.

13.

Undang-TIndang [~omor 14 Tahun 1992 temtang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (] embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 49 Tambabaa Lembaran Nogara Republik Indonesia Nomor
8480y,

Undang-Undang Momor 18 Tahup 1997 tenfang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah (_cnbaran Nogara Republik Indomesta Tabun 1997
MNomer 41 Tambanan Lembaran Negars Republk Indonesia  Nomor
8480) scbagammans (clah diwbah dengan Undang-undang Nemor 34
Tahun 200¢ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Notmor
246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 4048);

Undang-Undang Norwor 32 ‘Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
{Lembaran Negaa  <epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan J.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 443R),
sebagaimana telah Jubah denigan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negari Hopublh  Indonesia Tahun 2005 Nomor 10¥
Tambahan Lembar it Vegamm Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraluran Pemeniniah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pemctazpan Mulai
Berlakunya Undanp-lindang Nomor 13 Tahun 1950,

Peraurian Pemerinich Nomor 66 Tahun 200 tentang Retribusi Dawy ah
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2001 Nomor §19
‘lTambahan 1.embara:. “icgara Republik Indonesia Nomor 4139);

Neputusan Menieri | alam Negeri Nomor 43 Talun 1980 tentang
Pedoman Pengelolawn Porparkiran & Dacraly,

Keputusan Mentert alam  Negeri Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Fasiltas Pendukung b giatan Penwngutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri 1ralam Negeri Nomor 66 Tahun 1993 tentang
Fasilitas Parkir uniu« Tmeny;

Keputusan Menten Lilam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tenitang
Pedoman lata Cara Ponungutan Retribusi Daerah;

Perawran Dacrah K:lupalen Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hetrtbusi Pelayanan Farkir & Tepi Jalan Umum {Lembaran Dixrah
Kabupaten Pemalan: ~ahun 2002 Nomor 64

Peraiuran Daerah K atapaten Pemalang Nomor § Tatam 2004 ieniang
Pembentukan Organasasi Dinas Dasrah Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten I:malang Tahun 2004 Nomor 20y

Kepufusan Bupati Iirinlang Nomor 50 Tabun 2003 lentang Pedoman
Uraian ‘lugas Jabaran Struktural Dinas Perhubungan, Pariwisata dan
Kebudavaan (Tembarin Dacrah  Kabupaten Pemalang Tahun 204
Nomon 59).

WMEMUTUSK AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG FPETUNIUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH < BUPATEN PEMALANG NOMOR 19 TAHUN
2002 TENIANG RETRIWSE PELAY ANAN PARKIK DI TEPL JALAN
UMM,
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Pasa 1

Petunjuk Pelzksmasn Puinuran Dasrah Kabupaten Pemalang Nomor 19
Tahun 2002 wntang Ruiibusi Pelavanan Parkir & Teg Jalm Unum
scbaga mana terc antumi pid:. Lampiran | Peraturan Bupafi ini

Pagat 2

(1Y Spesunen Lokumer lzin yung dipersamakon demgan SKRD  berupa
Kards awn Stiker Pisi.r Detlangganan.

{2) Karcts atan Stiker Pivl r Revlangganan sebhagaimana dimaksed pada ayat
(1) harus diporporeai sebelumnya  okh  Dinay  Pendapaian  Dacrab
Kabupaten Pemalang:

{3) Spesimen karcis atan sSiiker Narliv Berlangganan scbagai mana dimak sud
pada ayai (1), scba 2w, ana tercantum pads [.ampran [ Peraturan Bupati
i,

Pasal 3

Pada saa Poratwan Boaoo i mulx bedake, meka  Keputisan  Bupati
Pemalemg Nome: 42 Taren 2002 tentang Petunpuk  Pelaksanaan Peraturan
Daerzh Kabupaten Pemalincz Nomor 19 Tabun X002 Retribusi Pelayanan
Paber di Tepi Jalan U mur: (Iembaran Daerith Kabupaten P:malang Tahun
2002 Nomor 913, dicabut Ja- clinyatakan tidak berlalku.

Pasal 4
Peraturan Hupalt mi tulai 2:rlaku pada tanggal ditclapkan

Agar schap orang menge shiuinya memenntahkan pengundangan Peraturan
Bupati ni dengan penempatannya dalam Berita Deerah Kabupaten Pernalang.

| riotapkan ci Pemalang
pada tanggal 3t Juli 2006

Diundangknn di Pemalang £ BUPATIPE MALANG
pada tanggal 31 Juli 2006 "
F"—l-.._-_-_._'_,.p‘"
Pit. SERRETARIS Th: Tl % e
BABUPSTEN FRAALAS
HM. M.‘\CHROES},
Kepala Badan Pengelola
Kerungan Dnarsh

Vv a4

Urg. AR ROSYID Crd@t

Pembina Utoma Ruda
r. 500 o 707
BENITA DAERAH KANUPATEN PENALAND TAHUS 8006 NOROR 40
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LAMPIRAN I© PERATURAN BUPATI PE AALANG

NOMOR . 40 TAHUN 2006
TANGGAI. : 31 JULI 2006

PETINIUK P LAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2002

IENTANG RETRIBUSI PELAY AN AN PARKIR DI TEFI JALAN UMUM

A UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nowor 19 Tahun 2002 & ning Retribusi Pelavanan
Parkir di Tepi Jalan Umam dimaksudkan wrink:

&
h

meningkatkan ketertiban adminisirasi Jan menejemen pengelolaan perparkiran;
meni ngkatan Pendapatan Asli Daerah

B PELAKSANAAN

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Momor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tept Jalon Umum sebagai beriku! -

1

Repala Dinas Pehubungan, Pariwisati dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang untuk
mclaksanakan  Pendaflaran,  Pendataan, Pemunguwlan, DPencrimaan,  Penyetoran,
Pembukuan, Peiaporan dan Keordinasi ata jalan yang dii jinkan sebagai tempat parkir;
Kepala Unit Pelayanan Pondapalan Dacrah Dipenda Provinsi Jawa Tengah  untuk
melaksanakan retribusi parkir di tepi jalan umum sccara berlangganan,

Kepala Dinas Pendapatan Daerah [C:bupaien Pemalang menyediakan Kargis yang
dibumhkan unfuk pemungutan retribusi, melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan
Karcis retribust pelayanan parkir ditep: jalan umum

C TATA CARA PEMUNGUTAN PARKIR U] TEFI JALAN

1.

Paskir Biasa.

a Parkir biasa besidku untuk semua kendaraan bermolor dengan plat nomor Polisi [ uar
Kabupaten Pemajang;

Pemunguan reti1busi parkir dilakscmakan dengan mengpunakan karcis parkir biasa;
Bentuk isi dan wama Karcis parkir adalah :
1. Benruk empat persegi panjang dongan ukuran 6 cm x 14 omy
2 Isi karcis biasa, yaitu:
2a Logo Kabupaten Pemalar g pada pojok kil atas;

2b  Scbelah atas tertulis “iE 1IRH3USI PARKIR”, di bawahnya terfulis dengan
huruf kecil Berdasarkan f'esda No. 19 Tahun 2002;

2¢ Bagian tengah tertulis mini nominal sesuai dengan jenis kendaraan;

24 Bagan bawah ijertulis “iINAS PERHUBIINGAN, PARIS WISATA DAN
KEBL DAY AAN™.

d  Wauna dasar karcls Basa sesuai dengun jenis kendaraan yaitu:

Sepeda wama dasar putih,

Nemdaraan bermotor roda dua- fy; 3, warna dasar kuning muda;

Rendaraan bermotor rsla emprdl jends sedan, station, wama dasar merah muda;
Kendaraan bermotor roda enarn, warna dasar biru muda;

Kendaraan bermotor roda lebili din enam, warna dasar bijau muda;

R

¢ Pemungutan Retribust Parkir dilaksarakan oleh petugas yang ditunjuk.
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2 Padkur Berlangganan.

€

b

Parkir bedangganan berbk u unauk semua kendaraan bermotor dengan plat nomor
Polist Kabupaten Pemalang;

Untuk  parkir berlangganan  pemungutannya  dilaksanakan borsama  dengan
pembayirran Pajdh Kendaraan ;}:rmotor pada Kantor Unit Pelaksanaan Pendapatan
Maerah Provinsi Jawa ‘Tengah Cabang Pemalang;
Tanda parkr berlangganan booupa siiker vang dilempel pada kendaraan yang
bersangkutan dibagian vang mudah dilihat oleh petugas parkir;
Be ntuk, ukuran, isi, dan wama dzar stiker parkir berlangganan sebagai beribut:
d.l  bentuk stker parkir berlinsganan adalah bulavlingkaran dengan ukuran garis
tengah yaitu 10 cm;
d.2 isi stiker bedangganan adaleh:
d2a tepi atas dalam lirgkaran tertulis “PARKIR BLERILANGGANAN"
sctengah hngkarar
d2bh. di bawah tubsasn PARKIR BERLANGGANAN, terdapat [ogo
Kabupaten Pemalir);

d3 Dibawah lopo Kabupaicn Pemalang terlulizs “Berdasarkan Perda Nomor 19
Tatun 2 (K2

d4 Dibawah tertudis numinal Purkir Berlangganan;

d5 Pada iepi hngkaran baciin bawah ferulis “DINAS PERHUBUNGAN,
PARIWISATA DAN KEICHUDAYAANY,

d6 Diantara tulisan “Parkar beriangganan™ pada fepi alas lingkaran dengan tulisan
Iishubparbud Kabupater ?cmalang™ pada tepi bawah ngkaran tertulis talun
berlakunya stiker Parkir Rerlangganan dengan cara penulisan dua angka depan
di tepi ki tengah linghaan dan dua angka belahang di tepi kaman fengah
lingkaran.

Wama dasar stiker parkir be tlanggsian sebapai berikul:
L. Kendaraan bermobor roda lwie wama dasar kusing muda;

2 Kendraan bermotor reda emapt jenis sedim, slation, pick uwp, pep dan
scpenisnya, wama dasar mern muda;

kY kendaraan bermotor foda snpat jenis lruk cﬁgkcl, box, wama dasar bwu
muda;

4 Kendaraan bermolor roda onam, wama dasar hijag muda:
s kendarazn bermotor mda Ictnh dari epam, warna dasar abu-abu;

D NAMA-NAMA JATL AN SEBAGAI 101CAST PELAYANAN PARKIR T TEH JALAIS
UMUM

Jatan-jalan yang menjpadi johasi pelayivin parkir ditepr jalan umum, vaitu:

L.

Lingkungan Kota Kabupaien, meliputi:

Sepan jang Jalan Jendral S udmnn ;

Sepanjang Jalan Pemuda,

Sepanjang Jaklan A Yani

Sepanjang Jalan Urip Sumohanjo;

Scpanjang Jalan RE Martadinata (Pasar Anyar),
Sepan jang Jalan Kenanga (meouju Bioskop Wijaya),
Sepanjang Jalan Veteran.

® a6 F R
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Lingknngan Kota Kecamatan Comal, meliputi:
a. Scpanjang Jalan Jendral Sudirrnan;

b.  Sepanjang Jalan A Yani;

¢ Sepanpng Jalan Gatot Subioti

Lingkungan Kota Kecamatan Randudongkal, melipufi:
a Scpanjang Jalan Gatot Subroo;
b Sepanjang Jalan Jendral Sudinnan;

Sepanjang Jalan Raya Ulujami (R} Kardi),

Jalan sckitar Pasar Moga diluar linzkungan Pasar;
Jalan disckitar Pasar Bdik di lear ingkungan Pasar,
Dilingkungan pasar tidak termasuk dalam ketentuan ini.

E. TATA CARA PEMBAYARAN PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
RETRIBUSI

1.

t

Penystoran hasil pemungutan 1chibusi pelayanan parkir, baik parkir tiasa maupun
parkir berlangganan dilaksankan scliap han kecuali hari Gbur;

Hasil pemunguim retribusi  pelavanan  parkir biasa maupun  stiker  parkir
berlangganan disctorkan ke pemcgang kas penerima pada Dinas Perhubungan,
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, selanjuinya Pemegang Kas
Penerima menyetorkan ke Kas Ducrab dalam waktu 1 X 24 jam, kecuali hari libur;
Hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir bissa dan stiker parkir berlangganan di
laporkan kepada Bupati Cq Kupaa Badan Pengelola Keuangan Daersh (BPKD)
Kabupaen Pemalang dengan tenibusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pemaiang.

. TATA CARA PENGURANGAN, KE RINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

3

Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribos  secara tertulis kepada Bupati Pemalang lewat  Dimas  Perhubungan,
Panwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;

Kepala Dinas Perhubungan, Panwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
menga jukan permohonan pengwrangan, keningznan dan pembebasan retribus kepada
Bupati;

Bupati Pemalang menerbitkan Keputusan.

¢ BUPATIPEMALANG
v WM——*
% J

HM. MACHROES »
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HOMOR 4O TAHUN 2006

2 PARKIR BERELANGGANAN
TAHGGAL %1 JULI 2006

a  Kendaraan bermotor roda dia

Berdasarkan Perda
Nomor 19 lithun 2000

Rp.10.000,00 f
é&'
<

Keteranpan @ warm dasar kuning muda

b. Kendaraan bermotor roda empat jenis sedang, station, pick up, jeep dan sejenisnya

Berdasarkan Perda
Nomor 19 Tahun 2002

Rp. 15.000 00

Ketarangiin - warna dassr merah muda
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¢. Kendaraan bermotor roda empal jenis truk cngkel, bus box

Ketcrangan : warna dasar biru muda

d. Kendaraan bermolor roda enam

Keterangan : warna dasar hijau mmuda



“http’/ /jdih.pemalangkab.go.id/

e Kendaraan bermotor roda lebih dari enam

Keterangan : warna dasor abu- aby

-~

© " BUPATI PEMALANG

v M

-

H.M. MACE-IROESL
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Meni.mbang

Menging at

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BLPATI PEMALANC

NOMOR 2y TAHUN 2006

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERIUSAHAAN DAERAH AlR MINUM

KABUPATEN PEMALANG
BUPATI PEMALANG,

bahwa sehubungan semakin meningkainya biava operasional dan
pemeliharaan sarana penyediaan air minum sebagal akibat dan
kenalkan harga bahan bakar miovak maupun tingkat intlasi
sehingga bendampak pada kensikan hargy  barang  kebutuhan
Perusabaan Daerah  Air Minum Kabupaten Pemaling, maka
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Tarif
Air Minum Porwssahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pernalang
periu ditinjau kembali:

hahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (6} Perawran Pemerintah Nomor
16 Tahun 2003, tentang Penpembangan Sistem Penyedizan Air
Minum menyebulkan bahwa Garif jass pelayanan air minwm
ditctapkan oicly Bupati berdasarkan usulan [ireksi setelah disetuju
Dewan Penganis;

bainva berdassarkan Surat Dircktur Perwsahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Pemalang tanggal 24 Pebruart 2006 Nomor: 690/ 062/
/2006 perihal Usulan Penyesuaian Taril Air Minum Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang dan berkaitan dengan
usulan tersebul lelah disetujui oleh Badan Penpawas dengan surat
persetujuan tanggal 2 Mei 2006 Nomor : 690/1099/EK, perihal
Penyesuaian larif PDAM Kabupaten Pemalang;

bahwa berdisark an pertimbangan scbagaimana dimaksud huraf a,
hurul b dan hurul ¢ & atas maka perlu menetapkan kembali
Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Peruszhaan Daerah Ar
Minum Kabuputen Pemalang,

Undang-Undang Nemer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Dacrah Kabupaten dalam [ingk ungan Propinsi  Jfawa
Tengah,;

Undang-Undang Nomeor 3 Tahun 1962 tentapg Perusahaan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomeor 10,
Tambahuan 1Lembarian Negara Republik [ndonesia Nomor 2387);
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Menetapkan

9.

i0.

Undang-Undang Nomor 7 Tabun 2004 tentang Sumber Daya Air
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004,
‘kambahan 1einbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undarg Nomor ¥
Tahur 2005 (Lembaran MNepara Republik Indonesta Tabun 2065
Nomor 108, Tambahan l.embaran WNcgara Republik Indonesia
Nomor 43483:

Peraturan Pemerimah Nomor 32 Tabun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunva Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Peraturin© Pemenntah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penycdiaan Ar Minum (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Perawrian Menlen Dalum Negen Nomor | Tabup 1984 (entang
Taa Cara Pembinaan dan Pengawasan Perasahaan Dacrah di
Lingkungan Pemerintah Daeraly;

Perawuran Mcemieri Dalam Negeri Nomor 2 Tabhun 998 tentang
Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daeroh Air
Minuny,

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang
Petnjuk  Pelaksanasn  Penetapan  Tarif Air  Mioum Pada
Perusahaan Dacrah Alr Minum;

Keputusan Menteri Negara (Monomi Daerah Nemor 8 Tahun XMH}
tentang Sistim .Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

Peraturan Dacr:ah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2003
tentang Perusahaan Daerah Ar Minum Kabupaten Pemalang
{Lembar:in | keniih Kabupalen Pemalung Tahun 2003 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT]I TENTANG TARIF AIR MINM

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  KABUPATEN
PEIMALANG

BARI
K17l NTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati i yang dimaksud dengan :

Pemerimah adaiah Pemerintah Pusat. Propinsi dan Kabupaten:

Perusahaan Daerah Air Minum vang selanjulaya disingkal PDAM adalah Perusahuan
Dacrah Air Minum Kabupaten Puenialang;

Direktur adalah Dirckiur PDAM Kabupaten Pemalang;

Badan Pengawas adalah Badan Penpuwiis PDAM Kabupaten Pemalang ;

Air atinum adalah air vang layak minum sesuat dengan standart yang tefah ditentukan;
Calon pelengpan adalah onmg aww badan yang secara tertulis telah mengajukan
permohonan untuk menjadi pelanpgan PDAM;

Pdinggrin adalabh onmg alau badan yang secara tertulis telah terdafiar dan terpasang
nstalasi air mimam d PDAM:

[
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ﬂi.

I L

K o

M o

6 P

P&

rbi.

Tarif air minum adalah harga air setup M3 (meter kubik) yang dibayar oieh pelanggan
sesumt dengan Kelompak Pelanppan PDAM:

Riaya sambungan adulsh biuya-bisva yang harus dibayar oleh calon peianggan untuk
dapal dilenma sebagat pelanggan:

Uang tanggungan air adalsh wang lilipan pelanggan pada PDAM sebagai jaminan
pelangpan yang dapat diperhitungkan apabila pelanggan tidak membayar rekemng astau
menunggak:

Dana pemeliharizan meler air adalal dana yang harus dibayar oleh pelanggan kepada
PDAM sehagal pengeanti nilai pefvusutan meler air yang lerpasang yang besarmya
dicantunikan dan disatukem dilam rekening air seviap bulannya;

Biaya administrasi adalah biaya vang harus dibayar oleh pelanggan puns kekincarin
administrasi PDAM dalam rangks meningkatkan pelayanan kepada pelangpan yang
besarnya dicaniumkan dan disatukan dalam rekening air setiap bulannya:

Biava pindah golongan adalah biaya vang harus dibayar oleh pelanggan kepada PDAM
guma penggantian klasifikasi golonpan atus permintaan pelanggan,

Biaya balik pamu adalah biaya yang harus dibayar olch pelanggan kepada PDAM guna
pehggantian nama pepangpunpjawab pelanppan;

Biaya tera meter adaluh biaya vang harus dibayar olkeh pelangpan kepada PDAM untuk
keperluan pemeriksaan atau pengete sun meter air yang diragukan oleh pelanggan;

Biaya pembukaan atau penyambunpan kembalk adalah biaya yang harus dibayar oleh
pemohon kepade PDAM guna disambung kembali aliran ar yang scmula ditutup atau
diputus, baik sementara ataupun telap karema permohonan sendin alae dikarenak:in
kelalaiz innya tidak memenuhi kewsajiban sebagai pelanggan;

Pcndapatan PDAM ferdiri dari pendapatan air, pendapatan non air. dm pendapatan
lainya yang saly

Denda adalah seumlah uang yang harus dibayar kepada PDAM oleh pelanggan dan atau
masyarakat bukan pelanggan, sebagai akibat dari perbuatan melanggar ketentuan vang
berlaku pada PDAM maupun lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai pelangpan
sehingga menimbulkan kerugian FD-AM

BABH
KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 2

Kelompok Pelanggan PDAM terdin dari:

a

b

Kelompok Pelanggan |, adalah kelompok pelanggan vang terdiri dari:

1. Sosial Umum

Adalah kelompok pelanggan vang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan
kepentingian umum, khususma bagi masvarikal yang berpenghasilan rendah.
antara lain;

a) kran urmum

by hidran umum

Sosial Khusus

Adulah kelompok pelanggan vang kepiatan seliap barinya memberikan pelayanan
kepentingan umum, serta mendapat sumber dana dari kegiatannya, antara lain:

4) rumah tbadnb /1empal ibadah

b)Y kamar mandi umum

¢) wc/jamban unmum

d) pantt asuban/ panti jompo yang dikelola oleh suatu yayasan/umum,
Kelompok Pelanggan 11, adalah kelompok pelangpan Rumah Tamgga ( R ) yang hanya
digunakan sebagai tempat inggal . yong terdin dan:

Rumah Tangga 1/R 1:

Rumah Tangga2/R2:

Rumah Tangga3/R3:

Rumah Tanggad/R4,

b2

O O
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e Kelompok Pelanggan NI, adalah kdompok pelanggan Instansi Pemerintah ( P ), yang
terdin dari:
I, Instansi Pemerintah
Adalah semua Dinas / lostansi / Perkantoran, rumah dinas, serta bangunan
pendukung lainnya milik Pemerintah.
Sekolahan
Adalah semus bangunun sekulsh dun bangunan pendukung lainnya, baik yang
diketola olels Pemcrintah maupun oleh swasta.
3. Rumah Sakil
Adalah sernua Rumah Sakit baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta
d.  Kelompok Pclanggan IV. adalah kelompok pelanggan Niaga(N ) yang terdiri dan:
. Niagal/NL, terdin damc
a) Warung makan;
b) Saion kecantikan:
¢) DPenjahat;
d) Pencucian mobil / motor:
e} Bengkel mobil/ motor ke cil;
f}  Asrama/ tempat kost;
g) Kios/los penjualan dan sejenisnya:
h) Tempat prakick bidan dan sejenisnya;
i} Tempat praktek khitan
2 Niapa2/N2_ terdin dart
@) Rumah makan:
b) Tempat prakick dokter:
¢} Show room mobil/ mow:
d) Losmen/ penginapan;
¢} Lembapa kursus/ pendidikan;
f} Ruko atau sejenisnya:
o) Toko atau sejenisnya;
hy Kimik kesehatan;
1) Rumah Bersalin;
i) Percetakan/ Fole Copy/ Ofset
k) Mini Market.
1} Kanwor Perusahaan{Cy, I, BUMD BUMN)
m) Mini Market.
3. Nigea3/N3_ terdiri dari:
a) Toko Swalay:.n;
b) Super Market:
¢) Toko Emas;
d) Bank:
e¢) Hotel
[y Rumah Walet;
¢} Restauran;
h)  Dealer mobil / motor:
i}  Kantor Asuransi.
4 Niagad/N4. terdm dari:
Pelanggan mmaga vang Gdah lermasuk dalum Kelompok Niaga 1. Niaga 2. dan
Niaga 3.
- Kelompok Pelanggan V. adalsh kelompok pelanggan Industri (1), yang terdini dari:
1. Industri Kecil/ K, terdiri dovt
a4) Kerajinan tangan
b) Kerajinan rumah tangga:
c) Sanggar seni lukis;
d} Industri tenun bukan mesing
¢) lisaha Konveksi:
fy  Usaha Garment Kecil.
g) Pelernakan Kecil;
h) Usaha Industri Kecil lainnya.

I~
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2 Industri Besar /1B, terdin dar:
a) Pabrik Mol / Motor:
b) Pabrik Kimia:
¢} Pertambangan:
d) Perkayuan:
¢} embuastan Kapal:
f}  Peternakan Besar.
g1 Pabrik Minuman;
h) Pabrik Es;
1) Pendingin/ Cod Storase
£ Kelompok Pelanggan Vi, adabh kclompok pelanggan dimana menurut sifat dan atao
jenisnya masuk pada kriteria khusus. vaitu pelabuhan udara dan atau laut.

Pasal 3
(1) Penenwan kelompok pelanggan il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

herdasarkan ates indikator sebagai berikut:
& Indikalor Luas Tanah. datam suuun meter perseg

}. Seore = 2 adalah Juas tanah sampai dengan 60m2:
2. Score 4  adalah luas tanah diatas 60m2 sampai demgin 100m2;
3. Seore = 6 adalzh luas tanah diatas 100m2 sampat dengan 150ml;
4 Score = 8 adalah luzs tanah diatas 150m2 sampai dengan 200m2;
5 Score = 10 adalah luas tanah diatas 200m2.
b Indikater Luas Bangunan. dalam satan meter persegi
[. Score = 2 adalah luss banpum i sampai dengan 36m2;
2 Score = 4 adalzh luas bangunan diatas 36m2 sampai dengan 45m2;
3. Score = 6 adalah luas bangunan diatas 45m2 sampai dengan 60m2;
4 Score = & adalah luas bangunan distas 60m2 sampal dengan 120m2;
3 Score 10 adalah luas bangunan diatas 120m2.
¢. Indikator Phisik Bungeman,
. Score = 6 adalah rumah tdak permanen
2 Score = 8 adalah Rumah Sangail Sederhana (RSS8) ata yang setara;
3. Score = 10 adalah Rumah Sederhoana (RS) atau yang setars;
4  Score = 14 Rumah pcrmancn mencngah;
5 Score = 16 adatah Rumah Mewah demyrin 2 lantai atau lebih,
d Indikator Prasarana Jalan
l. Score = 2 adalah lebar jalan dimuka bangunan kurang dari 4m;
2 Score = 4 adakh lehar jalan dimuka bangunan lbih duri 4m dun kurang
dari Sm:
3 Score = 6 adulah Ichar jalan dimuka kang unan jebih dan Gm dan kurang
dari 1Zm;
4 Score — 8 adalah lchar jalan dimuka bangunan ichih dari 8m dan kurang
dar: 14m;
5. Score = 10 adalah lcbar jalan dimuka bangunan lebih dan |4m.
¢ Indikator Lokasi/ Wilayah
. Score = 1 adalah rumah berada di lokasi Pedesaan.
2. Score = 5 adalah rumah berada di lokasi Perkampungan
3. Score = 9 adalah rumah berada d lokasi Perumahan
4 Seere = 13 adalah rumah berada di lokasi Pemukiman kota
3. Score = 17 adalah runush berads di lokasi Real Estate

{2} Penecntuan kclompok pelanggan Rumah Tangga | (R1), Rumah Tamgm 2 (R2), Rumah
Tangga 3 (R3) dan Rumah Tangpa 4 (R4) sesuai hasil tabulasi scoring darfi indikator
sesud dyal (1) adalah sebagai berikut:

8 Rumah Tangga 1{R1} = adalah bila hasil tabulasi scoring indikator sampai
depgan 13;
b. Rumah TanggaZ{R2} = adalah bila hasil tabulasi scering indikator antara 15

sampai dengan 30;
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(1)

2)

[

¢ Rumah Tangga 3{(R3) adalah bila hasil 1abulasi scoring indikator antara 30
sarnpai dengan 60,

d Rumah Tangga 4(R4)} adulzh bila hasil tabulasi scoring indikstor diatas 60

BAR It
TARIF AIR MINUM

Pasal 4
Di samping pelayenan kepada Kelumpok Pelanggan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
2Pcraturan Bupati ini, PDAM jygea melavanl permintaan pelangpzin dun / atau bukan
pclanggan dengan menggunakan truk tangki aer.

Pelayanan dengan menggunakan tuk tangki air diatur dengan Keputusan Direktur.

[Pasal 5

Besarnya stnk tur tanf ar minum pade PDAM sebagaimana tercantum pada l.ampiran |
Peraturan Bupati ini.

(1}

)
(3)

(2)

Pasal 6

Besamya tagihan harga ar vang dibcbankan kepada pelanggan didiasarkan atas jumlah
pemikinan air liap-tiap bulan menurit hasil pembacaan meter air yang ada pada masing-
masing pelanggan dengan ketentuan sebagai bertkul:

a) Kelompok Pelanggan L il dan Il pemakaian air diperhilungkan minimum 10m3
sciiap bulan,

by Kelompok Pelinggun [V, V. dan VI pemakaian air diperhitungkiin minimum 20m3
setiap bulan.

c) Bagi pelanggan yang tidak menggunakon air dan atau pekajannya kurang dari yong
ditentukan sebagaimana tersebut di atas. dikenakan beban biaya minimum setiap
bulan menurut Kelompok Pelanggan.

Pembayarin tagi han air oleh pelangeran kepiada PDAM dilakukan paling lambai tanggal

2 viap bulannya di loket-loket yang iclah ditentukan.

Pembayaran tagihan ar seteluh tanggal 20, dikenai sungsi denda keterlambatan vang

ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Dircktur.

Pusal 7

Pembacaan meter ar dilakukan oleh petugas pembaca meter tiap-tiap bulan sesuai
dengun jadwal vang telah ditetapkan oleh PDAM dan hasil pembacaunnya dicantumk: in
atau ditulis olch pelugas pembaca meter pada karlu meter langgamn (KML) yang ada
pada tiap-tiap pelangg:an.

Apabila mcter arr tidak berfungsi dengan baik dan atau tidak dapat dibaca, seperti buram,
tertanam, dan pinta pagsr numah dikunci. sehingga pembaca meter arr tidak dapal
membaca, maka besamya tagihan pemakaian air ditetapkan berdasarkan pemakatan rata-
rala menurut pencatatan meter air 1 (tiga) bulan 1terakhir atau ditetapkan berdasarkan
standar pemakaian minimem 60 liler per orang per hari dikalikan dengan jumlah
penghum yang ada,

BAB IV
BIAYA

Pasal 8

Biaya yang harus dibayar oleh pelinggan air minum yaitu:

a.
b,

C.

biayva .sambungan bany,
biaya pemeliharaan meter air;
biaya adminisirasi;
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g -

(2)

(1

{2)

{3

biava pindah golongan:

biaya balik nama;

biaya tera meter air:

blaya pembukaan/ penvambungan kerabali;
hiava penggantian meter hilang / nssak,

Pasat 9

Biaya Sambungan Ban sebagaiman.s Jimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
a) biaya pendaftaran;

b) baya survey;

¢} biya perencanaan;

d) biaya penpadaan pipa dan pesiengkapannya -

e} biaya pengadaan meter air:

) biaya tenaga pemasangan -

g} biaya pemotongan jalan :1spd den perbuikan kembali:

hy taya bongkar dan pasarp kembal paving block;

1)  biaya bongkar plesteran jalan dan perbaikan kembali.

Bizya sambunpan dapal dibayarkan secara wnal dan/ #tau dengan e diangsur sesua
dengan perjanjian yvang dibual antara caion pelanggan dengan PDAM.

Pasa 10

Uang tanggungan air harus dibavar sekalig us kepada PDAM sebagai svarat untuk dapat
diterima sebagat pelanggan;

Uang tanggungan air dapat dibavarkan kembali kepada pelanggan yang mengundurkan
din sebagal pelanggun dengan tedebih dahulu melunasi semua tunggakan rekening yang
befum terbayar termasuk denda dun dengan menyerahkan bukti pembayaran uang
langgungan air:

Apubila setelah 1 (saw) bulan dar anggal penutupan sambungan, uang tanggungun wr
tidak diminta kembali oleh pelanggan. maka uang tanggungan air tersebut menjadi hak
PDAM.

I'asal i

Untuk proscs balik nama. pelanggan diwajibkan :

b,

C

menyelesaikun semua wnggakan rekening air maupun won air vang masih oada atau
belum dibayar:

menyesuaikan kembali besamya uang tanggungan ar sebagaimana dimaksud Pasal 10
ayal {2):

melampirkan surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah
benar-benur pemilik persil/ rumah pads alamat vang tersebut dalam rekening.

Pasal 12

Ketentuan besarnya biaya sebagaimana dsebuk an dalam Pasal 8 diatur dengun Keputusan
Direktur.

BAB V
HAK DAN KLEWAJIBAN

Bagian Pertama
fiak dart Kewajpban Pelanggn

Pasal 13

Ik pelangynan adalah:

i

b

mendapatkan kenyamanan., keamanan, dan  keselamatan dalam mengkonsumsi air
minunt,

mendapatkan pelayanan prima das jaminan kealitas, kuantitas, dan Kontinuitias air
minum yang memenubl svaral keschatan serta standar pelavanan mini mat;
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g

mendapatkan informasi yang benar, jelas, dun iransparan mengenai jasa pelayanan
PD.AM:

didengar pendapat dan keluhannya atas air minum din jasa pelayanan PDAM:
mengajukan keberatan atas tenadinya lonjakan pemakaian air paling lambat 2 hari
setelah dilakukan pembacaan meter air oleh petugas PDAM dan apabila pengajuan
dilakukan setelah 2 har sepk dilakukon pembacaan meter air, maks lonjkan pemakaian
air tersebut menjad: tanppunpan pelarg gan;

mendapatkan perlakuan dalam pelayanan secara benar dan jujur serta tdak diskriminatif:
mendapat kompensasi den / atau restitusi apabila terjadi kekeliruan paling Jambat
tangpal 2} sebelum terlambat pembayaran rekening bulan begalan dan  apabila
pengajuan dilakukan seielah tangpul 20 segala resiko yang diakibatkannya menjadi
lang pungan pelanppan.

Pasal 14

Kewajiban pelanggan adalah -

d.

h
C

membaca dan / atau mengiketi petuanjuk infermasi dan prosedur pemakaian air minum

dan jasa pelayanan PDAM demi kenvoumeanun, keamanan dan keselamatan;

bentikad baik dalam melakukan per janjian dengan P AM:

membavar rekening tepat waktu mcnurul jumlah pemakaian konsumsi air sctiap

bulannya sesual dengan keteatuan struktur tanf yang berlaku serta biaya-biaya lainnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memelibara dan meniaga keberadaan meter air beserta pipa dan kelengkapannya dar

kemungkin:in adanya kerusakan, kebocorian din kehilungan;

memberitahukan adanva kerusakan (kn kebocoran, serla kehilangan alas pipa dinas dan

alau meter air yang menyebabkan tinthulnya pangguan aliran air, kehilangan air dan atau

hal - hal lain yang menyebabkan kesulitan perhitungan pemakajan air;

turut serta mengontrol instalasi persil dun perlengkapannya dari kebocoran, dan sepala

kelalaian dan Kerugian yang diak ibathannya menjadi tangguogan pelanggan;

memberitahbukan terjadinya perubahan status, seperti:

1. pergantian penghuni karena juz! beli, sewa menyewa dan sebagainya;

2 peruhaban fisik dan lias bangunan yang berpengaruh terhadap polongan
kelompok pelanggan.

Bugian Kedua
Hak ¢in Kewajban PDAM

Pasal 13

Hak PDAM adalah:

d.
b

c.
d

menerima pembayarim alas penjualin wir dan jass pelayanan PDAM,

mendapat perlindungan hukum dari tindakan pelanggan dan masyarakat vang beritikad
tidak baik;

melakukan pembelaar secara hukum clalam penyelesaian sengketa terhadap konsumen;
merchabilitasi nama baik apabita (crbukii secara hukum babwa kerugian pelanggan tidak
diakibatkan oleh barang dan atau jusa pelavanan PDAM.

Prsat 16

Kewajiban PDAM adalah:

a
b.

44

beritikad baik dalam melakukan hepiaian usahanys;

memberikan informasi yang benar, j¢las dan transparan mengenai kondisi barang/ psa
pelayanan serta memberskan pen jelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya;
memperlokukan  atan melayam  pelanggiin secara  benar dan jujur sertz  ndak
diskriminatif;

mengusahakan menyediakan air minum vang memenuhi syarat keschatan scsuaj dengan
ketentuan yang bertaku pada pelango:an;
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(1

(2)

(0
{2)

3

mengusahakan penvediaan air minum untuk keperlian kran umum / hidran umum,
kamar mandt urmum, din krun kebakaran (fire hydrant):

membenkan kompensasi dan atou restitusi atas  kekeliruan pembuyaran  pelangyan
sampai dengan batas wakw yung dileotukun.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 17

Pelanggan dilarang:

a leflambat membayar rekening air minoum  melampaui  ba@s  akhir  tangpal
pembayaran;

b. melakukan peagrusakan / pemulusan segel PDAM (segel meter ar / segel kopling X

¢ mengambil air scbelum meler air alau membual sambungan sendiri dengan
menghubungkan pipa distribusi mauvpun pipa dinas sebelum meter air secara
fansung ke pipa persil:

d menyedot air secara langsung dengan alat penyedot / pompa penyedot dun pipa
dires maupun pipa persil setelah meter air (nter koneks);

& menempelkan logam magnel dan atau benda Jainnya pada meter ak dengan tujuan
thenghambat dan atau mempengaruhi jalannya meter air;

[.  melepas meter air atan merubah posist meter ar ata mengadakan perubahan aas
instalasi perpipaan sebelum meter air 1anpa seijin PDAM:

g merusik atan melakukan pemyainbungan air minum tanpa ijin / tidak terdafiar oleh
PDAM (sambungan gelap).

h.  memperdagangk an atav menpalirkan don atau membuwa air keluar persil dengan
cara apapun tanpa seijin PDAM:

i membuka aau menutup kran pemadam kebakaran {tfire hydent) dengan tidak ada
surat kuasa dari Direktur hecuali petugas permadam kebakaran guna keperfuan
pemadaman kebakaran;

J. melakukan pembukaan / prmyambungan kembali bagi pelanggan yang sudah
ditatup / diputus tanpa ijin PDA M;

k  mengubsh keadusn penutup-penutup pipa don kran-kran penuiup pada jaringan
pipa distribusi, dengan tujuan mengubah kondisi aliran air, tanpa ijin PDAM;
Pelangparan atas larangan sebaguimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan
huk uman sesuai denpan ketentan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan /
atau dikenal sanksi denda vang besarnya scbagaimana tercantum pada Lampiran [

Peraturan Bupati ini.

I’asal 18

Pelanggan yang meler airnya hilang maka kepada vang bersangkutan dikcnakan biaya
penggantian pembelian meter air baru beserta perlengkapannya.

Besarnya harga meter air beseria perlengkapannya lerschbut berdasarkan ketentuan yang
berlaku dan ditetapk an oleh PDAM.

Untuk perhitungan pemakaian air diambil dari penggunaan atr terbanyak selama 3 (1iga)
bulan terakhir.

BAB VII
KETLENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal vang belum diatur dalam Perturin Bupati ni skan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan DireKtur,

9
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Basal 20
Pada saa Peraturan Bupati ini mulal berluky, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 22
Tahun 2003 tentang Taril Air Minum Perusshaan Daersh air Minum Kabupaten Pemalang

(Lembariin Daerah Kabupaten Pemalang luhun 2003 Nomor 34}, dicabut dan dinyatakan tidak
barlaku.

Fasad 2]
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada lanpgal ditetapkan.
Agar seliap orang mengetahuinya. memeriniahkan pengundiingan Peraluran Bupani ini dengan
penempatannya dalam Berita Daersh Kabupaten Pemalang
Mctapkan di Pemalang
pada tangpal 20 - g - Loy,

{ BUPATIPEMALANG %

LN
i

Dlimdanghan 44 Femaliong H.M. MACHROES f/’
pada tangenl X0 Agustus 2006

GEXRETARIS DAERAK
KARBUPATEN PEMALANG

—
Dowd SANTOSO,MMMSL &
Pembina Utamn Mudp
KIP. 00 1T 5%

DERITA DAERAE KABUPATEN PEMALARG TN 2006 NOMOR 44
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR
TANGGAL
STRUKTUR TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PEMALANG
KELOMPOK September - Desember 2006 Januari - Juni 2007 Juli - Desember 2007
TARIP 0-10 11-20 21-30 > 30 gd-10 11-20 21-30 =30 .10 11-20 21-30 =30

KELOMPOK |

Rumah Tangga | 1.060 1.590 2.120 2,650 1.290 1.940 2.580 3.230 L2230 2.280 3.040 1.800

Rumah Tangga Il 1.240 1.860 2.480 3.040 1.510 2.260 3.020 3.760 1. 780 2.660 3.550 4430

Rumah Tangga 111 1.330 1.990 2.651 3.320 1.620 2420 3230 4.040 1.900 2850 3.800 4750

Rumah Tangga 1V 1.390 2.090 2.7810 3470 1.700 2.550 3400 4.240 2.610 3.010 4.010 5.010
KELOMPOK 11

Sosial Umum 640 640 640 H40 T60 760 760 760 az0 BED &80 880

Sosial Khusus T80 40 1.430 1.920 940 1.120 1.720 2.310 1.1041 1.300 2.000 2.700
KELOMPOK Il

Instansi Pemerintah 1.770 2.630 3.530 4416 2.150 3.230 4.300 5380 2530 3.800 5.060 6.330

Sekolahan 1,770 2,650 3830 4420 2.150 3.230 4.300 5.380 2.530 3800 5.060 6,130

Buman Sakit L.770 2630 | 3.530 | 4420 2150 3230 4300 53R0 T 330 3.RON 5 060 6330 1
KELOMPOK IV

Niaga | 2.590 2.590 3.9 5.18%0 3.190 3190 4,780 6.370 3.780 3.780 5.670 7.560

Niaga Il 4.280 4280 5.700 7130 5.260 3.260 7.010 8.770 6.240 6.240 3.320 10.400

Niaga Il 4.600 4.600 6.120 S.180 5,690 3.690 7.570 I11.360 6.770 6.770 9.020 13,530

Niaga IV 2.130 9.180 13,770 13,770 11.360 | 1.360 17.030 17.030 13.530 13.530 20,290 20.290
KELOMPOK V

Industri Kecil 4.600 4.600 6.120 9.180 5.690 5.690 7.570 11.360 6.770 6.770 9.020 13.530

Industri Besar 9,180 9.180 13.770 13.770 11.360 11.360 17.030 17.030 13.530 13.530 20,290 20.290

sesuui sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai

KELOMPOK VI kontrak kontrak konirak kontrak kontrak konrak kontrak kontrak kontrak kontrak kontrak kontrak

Khusus kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja keria kerja kerja kerja
_ sama sama sama sama sama sama sama sama _awwE sama sama sama

UPATI PEMALANG 7
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LAMPIRAN 1T PERATURAN BUPATI PEMAIL.ANG

NOMOR
TANGGAL

DAFTAR BESARAN DENDA/ SANKS]

Dend
Ne Jenis Pelanpp ar:m o
g A (setinggi-tingginya)
1 2 3
A Petanggaran Bagi Pelanggan

! Mclakukan pengrusakan/ pemutusan segel PDAM (segel meter 250.000,00
ak/ sepel kopling).

2 Mengambil air schelum meter arr alan membuat sambunygan 1.500.000.00
sendiri secars fangsung dari pipa distribusi ke pipa persil.

3 Mcnvedot air sceara langsung dengan alat pepyedol! pompa air 300.000,00
dari pipa dinas PDAM maupun persil.

4 Menempel lopam magnet pada meter air dan atau benda lainnya [.000.000.00
dengan tujuan menghambat dun ateu mempengaruhi jalannya
meter ait.

5 Mclepas  mcter  air atau  merubah  posist meter air  atau 850.000.00
mengadakan perubahan atas instalasi perpipaan sebelum meter
air wanpa seijin PDAM.

6 Memperdagangkan atan mengalikan sccara langsung  untuk 1.500.000.00
kepentingan komersial, ar keluvar dard persil dengan
menggunakan pipa alau toler lanpa seijin dun perusahoan.

7 Merubah keadaan penutup-penutup pipa dan krankran penutup 1.600.600.00
pada juringan pipa transmisi/ distribusi lanps seéjin perusahaan
dengan tupan untuk mengubah kondisi aliran.

8 Melakukan penyambungian aliran yange sudah dibongkar/ diputus 3.000.000,00
tanpa ifn perusahaan,
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Pelanggaran Bukan Pelanggan.

Merusak pipa dan perlengkapan lainnya baik dengan sengaja
maupun  tidak, besarmys denda pelanggaran bag  bukan
pelangpan dikenakan mengganti scluruh biaya perbaikan pipa
atay bungunan pelangkap ditambab denda sebesar kehilangan air
perhiari menurut besar kecilnya pipa dengan perincian sebagai
berikut:

a  Diameter 15 mim  sebesur 10 m3
b. Diameter H mm  sebesr 20 mtd
¢ Diameter 25 mm schosw X m3
d Diameter 4 mm  sebesar 50 m?}
e. Diameter % mm  sebesn R0 m3
f.  Diameter 75 mm  schesa 120 m3
g Diameter 100 mm  sebesar 170 0
k. Diameter 125 mm  sebeswr 350 m3
i.  Diamecter 150 mm  sebesyr 750 m3
j  Diameter 20 mm  sebosar 1000 m3
k  Diameter 250 mm  sebesar 1400 m3
. Diameter 300 mm sebesar 700 m3

Membuka atau menurup kran pemadam kebakaran (tire hydrant)
dengan tidak ada surat kuasa dan perusazhasn kecuali pelugas
pemadam kebakaran guna keperluan pemadaman kebakaran
dikenakan denda seébesar 1.700m3 velume pemakaian Rumah
Tanggal/R 1

Merusak awau melakukan penvambungzan air minum tanpa sei jin/
tidak ierdaftar olch PDDAM (sambungan gelap).

15.200,00
30.400.00
45.60:0,00
76.000.0¢
121.600,00
182.400,00
258.400.00
332.000.00
11440 000,00
1.520.000L00
2.128.000.00
2.584.000.00

2.584.000,00

3.000.600.00

BUPATI PEMMALANG
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